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PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM   

PERENCANAAN   PEMBANGUNAN   DESA    
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 

TAHUN 2014 TENTANG DESA1 
Oleh:  Apolos Binilang2 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana pengaturan hukum 
mengenai  forum masyarakat desa dan 
bagaimana peranan dan tanggung jawab badan 
permusyawaratan desa dalam perencanaan 
pembangunan desa. Dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif, 
disimpulkan: 1. Pengaturan hukum mengenai  
forum masyarakat desa menurut Undang-
Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, 
menegaskan Musyawarah Desa merupakan 
forum permusyawaratan yang diikuti oleh 
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah 
Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk 
memusyawarahkan hal yang bersifat strategis 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
Hal yang bersifat strategis meliputi: penataan 
Desa; perencanaan Desa; kerja sama Desa; 
rencana investasi yang masuk ke Desa; 
pembentukan BUM Desa; penambahan dan 
pelepasan Aset Desa; dan kejadian luar biasa. 
Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang 
sekali dalam 1 (satu) tahun. Musyawarah Desa 
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa. 2. Peranan dan tanggung jawab badan 
permusyawaratan desa dalam perencanaan 
pembangunan desa menurut Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 
membahas dan menyepakati Rancangan 
Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 
menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan 
kinerja Kepala Desa. Anggota Badan 
Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah yang pengisiannya dilakukan secara 
demokratis. Badan Permusyawaratan Desa 
menyusun peraturan tata tertib Badan 
Permusyawaratan Desa.  Badan 
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Permusyawaratan Desa berhak: mengawasi dan 
meminta keterangan tentang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; 
menyatakan pendapat atas penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa; dan mendapatkan biaya 
operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
Kata kunci: Peranan Dan Tanggung Jawab, 
Badan Permusyawaratan Desa, Perencanaan   
Pembangunan   Desa. 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa atau yang disebut 
dengan nama lain adalah lembaga yang 
melakukan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk 
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. Badan 
Permusyawaratan Desa merupakan badan 
permusyawaratan di tingkat Desa yang turut 
membahas dan menyepakati berbagai 
kebijakan dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. Dalam upaya 
meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat 
Desa, memperkuat kebersamaan, serta 
meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan 
masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan 
Permusyawaratan Desa memfasilitasi 
penyelenggaraan Musyawarah Desa. 
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan 
nama lain adalah forum musyawarah antara 
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah 
Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan 
Desa untuk memusyawarahkan dan 
menyepakati hal yang bersifat strategis dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan  Desa. Hasil 
Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan 
yang dituangkan dalam keputusan hasil 
musyawarah dijadikan dasar oleh Badan 
Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa 
dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan 
Desa.3  
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Negara hukum ialah negara yang 
susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya 
dalam undang-undang, sehingga segala 
kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya 
didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh 
melakukan tindakan yang bertentangan dengan 
hukum. Negara hukum itu ialah negara yang 
diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh 
undang-undang (state not governed by men, 
but by laws). Oleh karena itu di dalam negara 
hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya 
oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya 
kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi 
seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada 
segala peraturan pemerintah dan undang-
undang negara.4  

Pengaturan hukum mengenai forum 
masyarakat desa diperlukan agar masyarakat 
dapat memperoleh kepastian hukum mengenai 
wadah yang dapat dijadikan sarana untuk 
menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di 
lingkungan masyarakat desa serta adanya 
diperlukan peningkatan peran dan tanggung 
jawab badan permusyawaratan desa dalam 
perencanaan pembangunan desa yang perlu 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pembahasan materi dalam penulisan ini 
diarahkan pada peranan dan tanggung jawab 
badan permusyawaratan desa dalam 
perencanaan pembangunan desa sebagaimana 
telah dijelaskan pada Penjelasan Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas 
hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan 
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan 
prasarana, pengembangan potensi ekonomi 
lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam 
dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, 
Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) 
pendekatan, yaitu „Desa membangun‟ dan 
membangun Desa‟ yang diintegrasikan dalam 
perencanaan Pembangunan Desa. 
 
B. Rumusan Masalah 
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1.  Bagaimanakah pengaturan hukum 
mengenai  forum masyarakat desa ?  

2. Bagaimanakah peranan dan tanggung 
jawab badan permusyawaratan desa dalam 
perencanaan pembangunan desa ? 

 
C. Metode Penelitian 

Metode penelitian hukum normatif 
digunakan untuk menyusun Skripsi ini dan 
untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum 
yang diperlukan dikumpulkan melalui studi 
kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang 
dikumpulkan seperti bahan hukum primer 
yaitu: peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai desa.  

 
PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Hukum Mengenai Forum 
Masyarakat Desa   
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, Musyawarah Desa Pasal 54 ayat: 
(1) Musyawarah Desa merupakan forum 

permusyawaratan yang diikuti oleh Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, 
dan unsur masyarakat Desa untuk 
memusyawarahkan hal yang bersifat 
strategis dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa.  

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a) penataan Desa;  
b) perencanaan Desa;  
c) kerja sama Desa;  
d) rencana investasi yang masuk ke 

Desa;  
e) pembentukan BUM Desa;  
f) penambahan dan pelepasan Aset 

Desa; dan  
g) kejadian luar biasa.  

(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 
sekali dalam 1 (satu) tahun.  

(4)  Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa.  

Pasal 54 ayat (1) Musyawarah Desa 
merupakan forum pertemuan dari seluruh 
pemangku kepentingan yang ada di Desa, 
termasuk masyarakatnya, dalam rangka 
menggariskan hal yang dianggap penting 
dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga 
menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. Hasil 
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ini menjadi pegangan bagi perangkat 
Pemerintah Desa dan lembaga lain dalam 
pelaksanaan tugasnya. Yang dimaksud dengan 
“unsur masyarakat” adalah antara lain tokoh 
adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh 
pendidikan, perwakilan kelompok tani, 
kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok 
perempuan, dan kelompok masyarakat miskin. 
Ayat (2)  Huruf a Dalam hal penataan Desa, 
Musyawarah Desa hanya memberikan 
pertimbangan dan masukan kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa 
yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi 
hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
Kabupaten/Kota, bagian dari dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 
diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi 
anggaran dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, bantuan keuangan dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan 
sumbangan yang tidak mengikat dari pihak 
ketiga. 

Bantuan keuangan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai 
dengan kemampuan keuangan Pemerintah 
Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut 
diarahkan untuk percepatan Pembangunan 
Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat 
diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha 
Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, 
pengelolaan kawasan wisata skala Desa, 
pengelolaan tambang mineral bukan logam dan 
tambang batuan dengan tidak menggunakan 
alat berat, serta sumber lainnya dan tidak 
untuk dijualbelikan. 
  
B. Peranan Dan Tanggung Jawab Badan 

Permusyawaratan Desa Dalam 
Perencanaan Pembangunan Desa  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa, 
Pasal  55. Badan Permusyawaratan Desa 
mempunyai fungsi:  

a.  membahas dan menyepakati Rancangan 
Peraturan Desa bersama Kepala Desa;  

b. menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat Desa; dan 

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala 
Desa. 

Agar otonomi daerah itu dapat dilaksanakan 
sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, 
pemerintah wajib melakukan pembinaan yang 
berupa pemberian pedoman, seperti dalam 
penelitian, supervisi, pengendalian koordinasi, 
pemantauan dan evaluasi. Bersamaan itu, 
pemerintah wajib memberikan fasilitas-fasilitas 
yang berupa pemberian peluang kemudahan 
bantuan dan dorongan kepada daerah agar 
dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan 
secara efisien dan efektif sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.5 

Kepala desa mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
antara lain pengaturan kehidupan masyarakat 
sesuai dengan kewenangan desa seperti; 
pembuatan peraturan desa, pembentukan 
lembaga kemasyakarakatan, pembentukan 
badan milik usaha negara dan kerja sama antar 
desa. Urusan pembangunan, antara lain 
pemberdayaan masyarakat dan penyediaan 
sarana dan prasarana fasilitas umum desa, 
seperti; jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, 
pasar desa dan urusan kemasyarakatan melalui 
pembinaan kehidupan  sosial budaya 
masyarakat, seperti bidang kesehatan, 
pendidikan serta adat istiadat.6 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa, 
Pasal 56 ayat: 
(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa 

merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah yang 
pengisiannya dilakukan secara demokratis. 

(2) Masa keanggotaan Badan 
Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) 
tahun terhitung sejak tanggal pengucapan 
sumpah/janji.  

(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dipilih untuk masa keanggotaan 
paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-
turut atau tidak secara berturut-turut. 

Pasal 56 ayat (1) Yang dimaksud dengan 
“dilakukan secara demokratis” adalah dapat 
diproses melalui proses pemilihan secara 
langsung dan melalui proses musyawarah 
perwakilan. Ayat (2) Masa keanggotaan Badan 
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Permusyawaratan Desa terhitung sejak tanggal 
pengucapan sumpah/janji. 

Pasal 57. Persyaratan calon anggota Badan 
Permusyawaratan Desa adalah:  
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
b. memegang teguh dan mengamalkan 

Pancasila, melaksanakan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal 
Ika;  

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun 
atau sudah/pernah menikah; 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah 
menengah pertama atau sederajat;  

e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;  
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan 

Permusyawaratan Desa; dan  
g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara 

demokratis.   
Pasal 55. Badan Permusyawaratan Desa 

mempunyai fungsi:  
a. membahas dan menyepakati Rancangan 
Peraturan Desa bersama Kepala Desa;  
b. menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat Desa; dan  
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Pasal 56 ayat: 
(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa 

merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah yang 
pengisiannya dilakukan secara demokratis.  

(2)  Masa keanggotaan Badan 
Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) 
tahun terhitung sejak tanggal pengucapan 
sumpah/janji.  

(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dipilih untuk masa keanggotaan 
paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-
turut atau tidak secara berturut-turut. 

Pasal 57. Persyaratan calon anggota Badan 
Permusyawaratan Desa adalah:  
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
b. memegang teguh dan mengamalkan 

Pancasila, melaksanakan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal 
Ika;  

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun 
atau sudah/pernah menikah; 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah 
menengah pertama atau sederajat;  

e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;  
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan 

Permusyawaratan Desa; dan  
g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara 

demokratis.  
Pasal 58 ayat: 

(1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan 
Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, 
paling sedikit 5 (lima) orang dan paling 
banyak 9 (sembilan) orang, dengan 
memperhatikan wilayah, perempuan, 
penduduk, dan kemampuan Keuangan 
Desa. 

(2) Peresmian anggota Badan 
Permusyawaratan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
keputusan Bupati/Walikota.  

(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa 
sebelum memangku jabatannya 
bersumpah/berjanji secara bersama-sama 
di hadapan masyarakat dan dipandu oleh 
Bupati/ Walikota atau pejabat yang 
ditunjuk. 

(4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan 
Permusyawaratan Desa sebagai berikut: 
Demi Allah/Tuhan, saya 
bersumpah/berjanji bahwa saya akan 
mematuhi kewajiban “saya selaku anggota 
Badan Permusyawaratan Desa dengan 
sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan 
seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat 
dalam mengamalkan dan 
mempertahankan Pancasila sebagai dasar 
negara, dan bahwa saya akan mengakkan 
kehidupan demokrasi dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 serta melaksanakan segala peraturan 
perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, 
dan Negara kesatuan Republik Indonesia”. 

Pasal 59 ayat: 
(1)  Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa 

terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) 
orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang 
sekretaris.  

(2)  Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipilih dari dan oleh anggota Badan 
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Permusyawaratan Desa secara langsung 
dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa 
yang diadakan secara khusus.  

(3)  Rapat pemilihan pimpinan Badan 
Permusyawaratan Desa untuk pertama kali 
dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu 
oleh anggota termuda.  

Pasal 60. Badan Permusyawaratan Desa 
menyusun peraturan tata tertib Badan 
Permusyawaratan Desa.  

Pasal 61. Badan Permusyawaratan Desa 
berhak:  
a. mengawasi dan meminta keterangan 

tentang penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa kepada Pemerintah Desa;  

b. menyatakan pendapat atas 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa; dan  

c. mendapatkan biaya operasional 
pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
Penjelasan Pasal 61 huruf (a) Yang dimaksud 

dengan “meminta keterangan” adalah 
permintaan yang bersifat informasi tentang 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan 
dalam rangka laporan pertanggungjawaban 
Kepala Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa atau yang 
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 
melakukan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk 
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. Badan 
Permusyawaratan Desa merupakan badan 
permusyawaratan di tingkat Desa yang turut 
membahas dan menyepakati berbagai 
kebijakan dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. Dalam upaya 
meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat 
Desa, memperkuat kebersamaan, serta 
meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan 
masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan 
Permusyawaratan Desa memfasilitasi 
penyelenggaraan Musyawarah Desa. 
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan 
nama lain adalah forum musyawarah antara 
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah 
Desa, dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan 
Desa untuk memusyawarahkan dan 
menyepakati hal yang bersifat strategis dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil 
Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan 
yang dituangkan dalam keputusan hasil 
musyawarah dijadikan dasar oleh Badan 
Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa 
dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan 
Desa.7 

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa 
setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa merupakan kerangka 
hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. 
Penetapan Peraturan Desa merupakan 
penjabaran atas berbagai kewenangan yang 
dimiliki Desa mengacu pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, 
Peraturan Desa tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan yang   lebih  tinggi  dan  tidak  
boleh   merugikan  kepentingan  umum, yaitu:  
a. terganggunya kerukunan antarwarga 

masyarakat;  
b. terganggunya akses terhadap pelayanan 

publik;  
c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban 

umum;  
d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Desa; dan  

e. diskriminasi terhadap suku, agama dan 
kepercayaan, ras, antargolongan, serta 
gender.   
Sebagai sebuah produk politik, Peraturan 

Desa diproses secara demokratis dan 
partisipatif, yakni proses penyusunannya 
mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. 
Masyarakat Desa mempunyai hak untuk 
mengusulkan atau memberikan masukan 
kepada Kepala Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa dalam proses 
penyusunan Peraturan Desa.  

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan 
Desa berdasarkan hak asal usul dan 
kewenangan berskala lokal Desa 
pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa 
dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu 
dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa 

                                                           
7
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan 
oleh warga masyarakat Desa setempat 
mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk 
kepentingan masyarakat Desa. Apabila terjadi 
pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan 
Desa yang telah ditetapkan, Badan 
Permusyawaratan Desa berkewajiban  
mengingatkan dan menindaklanjuti 
pelanggaran dimaksud sesuai dengan 
kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu 
fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan 
Permusyawaratan Desa. Selain Badan 
Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga 
mempunyai hak untuk melakukan pengawasan 
dan evaluasi secara partisipatif terhadap 
pelaksanaan Peraturan Desa. Jenis peraturan 
yang ada di Desa, selain Peraturan Desa adalah 
Peraturan Kepala Desa danPeraturan Bersama 
Kepala Desa.8 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, Pasal 62. Anggota Badan 
Permusyawaratan Desa berhak:  
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;  
b. mengajukan pertanyaan;  
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;  
d. memilih dan dipilih; dan  
e. mendapat tunjangan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal 63. Anggota Badan Permusyawaratan 
Desa wajib:  
a. memegang teguh dan mengamalkan 

Pancasila, melaksanakan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal 
Ika;  

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang 
berkeadilan gender dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa; 

c. menyerap, menampung, menghimpun, dan 
menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;  

d. mendahulukan kepentingan umum di atas 
kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau 
golongan;  

e. menghormati nilai sosial budaya dan adat 
istiadat masyarakat Desa; dan  

f. menjaga norma dan etika dalam hubungan 
kerja dengan lembaga kemasyarakatan 
Desa. 

                                                           
8
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Pasal 64. Anggota Badan Permusyawaratan 
Desa dilarang:  
a. merugikan kepentingan umum, meresahkan 

sekelompok masyarakat Desa, dan 
mendiskriminasikan warga atau golongan 
masyarakat Desa;  

b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, 
menerima uang, barang, dan/atau jasa dari 
pihak lain yang dapat memengaruhi 
keputusan atau tindakan yang akan 
dilakukannya;  

c. menyalahgunakan wewenang;  
d. melanggar sumpah/janji jabatan; 
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan 

perangkat Desa;  
f. merangkap sebagai anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain 
yang ditentukan dalam peraturan 
perundangan-undangan;  

g. sebagai pelaksana proyek Desa;  
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau  
i. menjadi anggota dan/atau pengurus 

organisasi terlarang. 
Pasal 66 ayat (4) Jaminan kesehatan yang 

diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat 
Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan 
yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sebelum program Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial menjangkau ke tingkat Desa, 
jaminan kesehatan dapat dilakukan melalui 
kerja sama Kabupaten/Kota dengan Badan 
Usaha Milik Negara atau dengan memberikan 
kartu jaminan kesehatan sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah masing-masing 
yang diatur dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota. 

Pasal 65 ayat: 
(1)  Mekanisme musyawarah Badan 
Permusyawaratan Desa sebagai berikut:  

a. musyawarah Badan Permusyawaratan 
Desa dipimpin oleh pimpinan Badan 
Permusyawaratan Desa;  

b. musyawarah Badan Permusyawaratan 
Desa dinyatakan sah apabila dihadiri 
oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari 
jumlah anggota Badan 
Permusyawaratan Desa;  
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c. pengambilan keputusan dilakukan 
dengan cara musyawarah guna 
mencapai mufakat; 

d. apabila musyawarah mufakat tidak 
tercapai, pengambilan keputusan 
dilakukan dengan cara pemungutan 
suara; 

e. pemungutan suara sebagaimana 
dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah 
apabila disetujui oleh paling sedikit ½ 
(satu perdua) ditambah 1 (satu) dari 
jumlah anggota Badan 
Permusyawaratan Desa yang hadir; dan  

f. hasil musyawarah Badan 
Permusyawaratan Desa ditetapkan 
dengan keputusan Badan 
Permusyawaratan Desa dan dilampiri 
notulen musyawarah yang dibuat oleh 
sekretaris Badan Permusyawaratan 
Desa. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan 
Permusyawaratan Desa diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Norma hukum itu harus mendapat 
pengakuan dan legitimasi atau kesepakatan 
dari masyarakat. Untuk itu, norma hukum harus 
diketahui dan secara rasional dipahami oleh 
masyarakat. Apalagi norma hukum hanya dapat 
terlaksana dalam komunikasi dengan orang 
lain. Selain itu suatu norma hukum menuntut 
ketaatan dan kepatuhan dari masyarakat yang 
disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya. 
Dengan menaati hukum, kebebasan dan 
kepentingan masyarakat dakan terjamin 
sehingga martabatnya sebagai manusia pun 
tidak direndahkan dan warga masyarakat hidup 
damai dan tenteram. Dengan norma hukum, 
kepentingan pribadi dan kepentingan bersama 
termediasi oleh hukum yang berlaku. Jika 
seseorang melanggar norma hukum, ia 
ditangkap, dihadapkan ke pengadilan dan 
dijatuhi hukuman.9 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1.  Pengaturan hukum mengenai  forum 
masyarakat desa menurut Undang-
Undang Nomor Tahun 2014 tentang 
Desa, menegaskan Musyawarah Desa 
merupakan forum permusyawaratan 

                                                           
9
 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, CV Pustaka Setia, 

Bandung,  2011.hal. 199. 

yang diikuti oleh Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah 
Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk 
memusyawarahkan hal yang bersifat 
strategis dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. Hal yang bersifat 
strategis meliputi: penataan Desa; 
perencanaan Desa; kerja sama Desa; 
rencana investasi yang masuk ke Desa; 
pembentukan BUM Desa; penambahan 
dan pelepasan Aset Desa; dan kejadian 
luar biasa. Musyawarah Desa 
dilaksanakan paling kurang sekali dalam 
1 (satu) tahun. Musyawarah Desa 
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 

2. Peranan dan tanggung jawab badan 
permusyawaratan desa dalam 
perencanaan pembangunan desa 
menurut Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa mempunyai 
fungsi: membahas dan menyepakati 
Rancangan Peraturan Desa bersama 
Kepala Desa; menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; 
dan melakukan pengawasan kinerja 
Kepala Desa. Anggota Badan 
Permusyawaratan Desa merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah yang pengisiannya 
dilakukan secara demokratis. Badan 
Permusyawaratan Desa menyusun 
peraturan tata tertib Badan 
Permusyawaratan Desa.  Badan 
Permusyawaratan Desa berhak: 
mengawasi dan meminta keterangan 
tentang penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa kepada Pemerintah Desa; 
menyatakan pendapat atas 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa; dan 
mendapatkan biaya operasional 
pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

 
B. Saran 

1.  Pengaturan hukum mengenai forum 
masyarakat desa dalam pelaksanaannya 
memerlukan kerjasama dan koordinasi 
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antara Badan Permusyawaratan Desa, 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat 
Desa untuk memusyawarahkan hal yang 
bersifat strategis dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. Forum masyarakat 
desa memerlukan dukungan dan 
partisipasi seluruh masyarakat desa 
untuk melaksanakan hasil musyawarah 
yang telah disepakati bersama. 

2. Peranan dan tanggung jawab badan 
permusyawaratan desa dalam 
perencanaan pembangunan desa dalam 
pelaksanaannya memerlukan 
pengawasan Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota membina dan 
mengawasi penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. Pengawasan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
dapat mendelegasikan pembinaan dan 
pengawasan kepada perangkat daerah. 
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